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INTISARI 

Peneitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana 

upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran 

Indonesia (PMI) legal di negara Malaysia. Negara Indonesia memiliki sumber daya 

manusia yang sangat melimpah, namun lapangan pekerjaan di negara Indonesia masih 

sangat terbatas dan untuk mendapatkan dan mencoba sebuah keberuntungan tidak sedikit 

warga Indonesia memutuskan untuk menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) agar keluar 

dari jeratan pengangguran. Penelitian ini didukung dengan teori dari Konvensi Wina 1961 

tentang Perlindungan Diplomatik. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah 

metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fakta yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan kata-kata. Data yang dikumpulkan 

peneliti melalui studi kepustakaan, penelusuran data online, buku, berita maupun website. 

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh 

dari website resmi pekerja migran Indonesia. Hasil dalam penelitian menunjukkan 

pemerintah Indonesia telah melaksanakan upaya diplomasi dalam perlindungan kepada 

pekerja migran Indonesia (PMI) dengan menggunakan 3 upaya perlindungan diplomatik 

menurut Konvensi Wina 1961 yaitu Perlindungan Politis, Perlindungan Yuridis, dan 

Perlindungan Teknis. 

 

Kata Kunci: Perlindungan Diplomatik, Pekerja migran Indonesia Legal, Malaysia 
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ABSTRACT 

This research was carried out aimed at knowing and analyzing how the Indonesian 

government's efforts in providing protection to Indonesian migrant workers (PMI) are legal 

in Malaysia. The Indonesian state has very abundant human resources, but the employment 

opportunities in the Indonesian state are still very limited and to get and try a fortune, not a 

few Indonesians decide to become Indonesian migrant workers (PMI) in order to get out of 

the trap of unemployment. This research is supported by the theory of the 1961 Vienna 

Convention on Diplomatic Protection. The research method used by the author is a 

descriptive qualitative method, which aims to describe the facts related to the problem 

under study in words. Data collected by researchers through literature studies, online data 

searches, books, news and websites. The data used by the authors in this study are 

secondary data obtained from website. The data used by the authors in this study is 

secondary data obtained from the official website of Indonesian migrant workers. The 

results of the study show that the Indonesian government has carried out diplomatic efforts 

in the protection of Indonesian migrant workers (PMI) by using 3 diplomatic protection 

efforts according to the 1961 Vienna Convention, namely Political Protection, Juridical 

Protection, and Technical Protection. 

Keywords: Diplomatic Protection, Indonesian Migrant Workers Legal, Malaysia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Negara Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sangat melimpah namun 

sayangnya sumber daya manusia tersebut yang dimiliki Negara Indonesia kebanyakan 

bukan dari tenagakerja ahli karna kurangnya latar belakang pendidikan yang kurang 

memadai (Febriyanto & Rohman, 2018). Setiap individu memiliki hak dalam mendapatkan 

pekerjaan, namun di sisi lain jumlah lapangan pekerjaan Indonesia tidak sebanding dengan 

jumlah tenaga kerja yang ada di Indonesia. Untuk mendapatkan dan mencoba sebuah 

keberuntungan tidak sedikit warga Indonesia memutuskan untuk mencari pekerjaan di luar 

Negeri dan menjadi seorang Pekerja migran Indonesia (PMI) atau yang biasa kita kenal 

dengan PMI.  

Lapangan pekerjaan di negara Indonesia masih sangat terbatas dan agar para pekerja 

migran Indonesia (PMI) ini mampu keluar dari pengangguran yang menjerat mereka 

memiliki pilihan untuk menjadi pekerja migran Indonesia. Menjadi pekerja migran 

Indonesia (PMI)  di luar negeri merupakan pilihan yang menarik bagi mereka, terkadang 

kesempatan kerja yang terbatas di Indonesia membuat para pekerja migran Indonesia 

(PMI)  merasa pekerjaan di Indonesia masih belum bisa terpenuhi secara maksimal. 

Pekerja migran Indonesia (PMI)  adalah adalah setiap warga negara Indonesia yang 

memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu 

teretntu dengan menerima upah.  

Banyak penduduk Indonesia memilih menjadi pekerja migran Indonesia (PMI)  karena 

faktor ekonomi keluarga dan keterbatasan lapangan kerja namun di samping itu ada 

variabel lain yang membuat masyarakat begitu kuat dan ada variabel yang mampu 

mendorong masyarakat untuk menjadi pekerja migran Indonesia (PMI)  di luar negeri. 
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Yang dimaksud dengan variabel-variabel tersebuy yakni seperti diimingkan-imingkan 

untuk mendapatkan uang dalam jumlah banyak setiap bulan dibandingkan di dalam negeri 

dan mereka juga diiming-imingkan gaji yang akan mereka dapatkan adalah menggunakan 

mata uang dolar.  

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapat 

pekerjaan yang layak sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan. 

Penempatan Penempatan Pekerja migran Indonesia (PMI)  sendiri bertujuan untuk 

mempertemukan Pekerja migran Indonesia (PMI)  sesuai bakat, minat dan kemampuannya 

dengan pemberi kerja di luar Negeri. Pekerja migran Indonesia (PMI)  memiliki hak 

sebagai PMI yakni mendapatkan informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri 

dan prosedur penempatan Pekerja migran Indonesia (PMI) di luar Negeri, memperoleh 

pelayanan dan pelakuan yang sama dalam penempatan di luar Negeri, memperoleh upah 

sesuai dengan standar upah yang berlaku di Negara tujuan, memperoleh jaminan 

perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat 

merendahkan harkat dalam memperoleh perlindungan keselamatan yang terjamin, 

peraturan perundang-undangan yang ditetapakan sesuai penampatan di luar negeri dan 

pekerja migran Indonesia (PMI) mendapatkan keamanan pada saat kepulangan ke tempat 

asal mereka. 

Di dunia pekerja migran Indonesia (PMI) telah tersebar luas ke Negara-negara yang 

membutuhkan pekerja migran Indonesia (PMI) seperti Negara Saudia Arabia, Taiwan, 

Hongkong, Brunei Darussalam, Malaysia dan lain-lain. Negara-negara tersebut menjadi 

destinasi PMI,tetapi mereka mengalami beberapa kesulitan salah satunya dalam bahasa 

yang digunakan dalam sehari-hari. Namun, di Negara Malaysia menjadi destinasi Pekerja 

migran Indonesia (PMI) dengan Negara Malaysia menduduki posisi pertama destinasi 

terbanyak pekerja migran Indonesia (PMI) ini sendiri. 
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Tabel 1.1. 

Data Negara Penempatan Pekerja migran Indonesia (PMI) 

 
Sumber data: Buku Badan Nasional dan Perlindungan Pekerja migran Indonesia (PMI) Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi 

(BNP2TKI) 

Negara Malaysia ini merupakan peringkat pertama pada penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) pada tahun 2017-2018. Negara Malaysia selalu masuk 10 besar Negara 

terbanyak yang menerima pekerja migran Indonesia (PMI) ini sendiri. Alasan mengapa 

Negara Malaysia menjadi salah satu destinasi terbanyak oleh para pekerja migran 

Indonesia (PMI) adalah karna beberapa faktor. Yang menjadi alasan atau salah satu faktor 

mengapa para pekerja migran Indonesia (PMI)  memilih negara Malaysia karena letak 

geografis dimana negara Malaysia dianggap merupakan salah satu negara yang jaraknya 

masih dekat dengan negara Indonesia di bandingkan negara lain seperti Taiwan, Hingkong, 

atau Arab Saudi dan lain-lain. Kesamaan bahasa (melayu) dan latar belakang budaya 
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menjadi nilai tambah karena para Pekerja migran Indonesia (PMI) akan lebih cepat 

penyesuaiannya dengan masyarakat disekitar. Besarnya kesempatan untuk mendapatkan 

pekerjaan di negara Malaysia lebih tinggi kesempatannya untuk mendapatkan lowongan 

pekerjaan dibandingkan negara yang lain dimana biaya di negara Malaysia terbilang murah 

ketimbang negara asing lainnya.  

Berikut data penempatan Pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia:  

Grafik 1.1  

Data Penempatan Pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia 

 

*Periode Data Ditarik Pada Tanggal 04 Januari 2021 

Sumber data: Buku Badan Nasional dan Perlindungan Pekerja migran Indonesia (PMI) Pusat Penelitian Pengembangan dan 

Informasi (BNP2TKI) 

Dari grafik di atas dijelaskan bahwasanya di negara Malaysia pada penempatan 

pekerja migran Indonesia (PMI) pada tahun 2016 memiliki jumlah 87.616 orang, pada 

tahun berikutnya yaitu 2017 Di negara Malaysia pekerja migran Indonesia (PMI) 

mengalami kenaikan dalam penempatan sekitar 1.361 orang dengan jumlah total 

penempatan para pekerja migran adalah 88.991 orang, kemudian pada tahun berikutnya 
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lagi penempatan pekerja migran Indonesia di negara Malaysia lagi-lagi mengalami 

kenaikan dari 2 tahun sebelumnya yaitu dengan kenaikan sekitar 1.680 pekerja migran 

dengan jumlah total penempatan pekerja migran di Malaysia pada tahun 2018 adalah 

90.671 orang, namun pada tahun berikutnya yakni 2019 penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) di negara Malaysia mengalami penurunan yang cukup drastis yakni 

sekitar 11.008 orang pekerja migran Indonesia, pada tahun 2019 total keseluruhan pekerja 

migran Indonesia di negara Malaysia ini sendiri sekitar 79.663 orang (BNP2TKI, 2020).  

Hubungan Indonesia dan negara Malaysia di bawah kepemimpinan Joko Widodo 

secara umum berjalan dengan baik, hal seperti ini bisa dibuktikan pada saat kedatangan 

Perdana Menteri Malaysia yakni Dato' Seri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak pada tanggal 

20 Oktober 2014 dalam rangka menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 

Republik Indonesia. Interkasi yang dilakukan oleh negara Indonesia dan Malaysia tidak 

lain dan tidak bukan karna dilatarbelakangi faktor kesamaan budaya yang dimiliki 

sehingga terkadang kedua negara tersebut sering dibilang negara serumpun, adanya 

kedekatan geografis juga menjadi salah satu faktor dan kesamaan tradisi yang dimiliki oleh 

kedua negara tersebut. Sebelum kedua belah negara merdeka interaksi seperti ini dilakukan 

melalui adanya kekerabatan pemerintah ntar negara, pertalian keturunan, asal muasal 

bahkan hubungan perdagangan dan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya menjadi 

kedua negara yang bertetangga tersebut akan selalu ada permasalahan yang datang dan hal 

ini tidak dapat dihindari. Namun negara Indonesia dan Malaysia harus tetep konstruktif 

dengan bekerjasama untuk upaya penyelesaian setiap masalah pada saat mengelola isu. 

Mekanisme bilateral antara negara Indonesia dan Malaysia mampu menjadi wadah dan 

telah memiliki mekanisme yang mapan pada saat membahas beberapa isu yang sering 

mewarnai hubungan antar kedua belah negara yang sangat penting. Salah satu isu penting 



6 
 

yang mewarnai hubungan kedua negara antara lain misalnya masalah perbatasan antar 

kedua negara baik darat dan laut bahkan sampai masalah ketenagakerjaan di negara 

Malaysia tersebut (Kemlu, Diplomasi Indonesia 2014, 2015) 

Tidak sedikit mereka dengan negara tujuannya para pekerja migran Indonesia (PMI) 

ini bermasalah pada saat sampai ke negara tersebut salah satunya negara Malaysia, berikut 

data pengaduan Pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia pada tahun 2016-2019:  

 

Grafik 1.2. 

Data Pengaduan Pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia 

 

*Periode Data Ditarik Pada Tanggal 04 Januari 2021 

Sumber: Data diolah kembali oleh penulis dariBuku Badan Nasional dan Perlindungan Pekerja migran Indonesia (PMI) Pusat Penelitian 

Pengembangan dan Informasi (BNP2TKI) 

Pada grafik data pengaduan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia ini 

menjelaskan tentang naik turun nya pengaduan oleh para pekerja migran Indonesia pada 

saat mereka sedang bekerja di negara Malaysia pada tahun 2016-2019. Dari tahun 2016-

2019 data pengaduan yang masuk ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) selalu mengalami peningkatan di tiap tahun nya karena banyaknya pekerka 

migran yang masuk atau di tempatkan di negara Malaysia pada tahun tersebut, maka 
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bertambah pula jumlah kasus yang terjadi di negara Malaysia tersebut. Pada tahun 2016 

sekitar 1.535 para pekerja migran Indonesia yang mengadukan kasus yang mereka hadapi 

selama bekerja menjadi pekerja migran di negara Malaysia tersebut. Pada tahun berikutnya 

yaitu 2017 pengaduan para pekerja migran Indonesia mengalami peningkatan sekitar 169 

data pengaduan yang masuk, jumlah total pekerja migran yang mengadukan kasusnya pada 

tahun 2017 adalah 1.704 orang. Kemudian, pada tahun berikutnya 2018 sekitar 3.460 

dengan jumlah selisih pada data pengaduan tahun kemarin yaitu 1.756 data pengaduan dan 

pada tahun 2019 sekitar 4.833 data pengaduan yang tercatat dalam Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).  

Banyaknya Pekerja migran Indonesia (PMI) di negara Malaysia membuat semakin 

naik turunnya kasus yang dihadapi oleh Pekerja migran Indonesia (PMI) itu sendiri. 

Banyaknya jumlah pengaduan oleh para pekerja migran Indonesia (PMI) di negara 

Malaysia pastinya ingin diberikan sesuatu yang dapat membantu mereka seperti misalnya 

bantuan hukum dan memberikan para pekerja migran Indonesia (PMI)  tersebut 

perlindungan. Masalah terbesar yang sering terjadi dikalangan pekerja migran Indonesia 

(PMI) seperti gaji tidak di bayar oleh majikan, ingin dipulangkan, overstay, pemutusan 

kontrak kerja sebelum masa perjanjian berakhir, Pekerja migran Indonesia (PMI) gagal 

berangkat dan lain-lain (Ratya, 2017). 

Kepala Bagian Humas BNP2TKI menyatakan bahwasanya ada beberapa kategori 

media pengaduan yang telah di fasilitasi oleh Crisis Center BNP2TKI, berikut media yang 

difasilitasi oleh Crisis Center BNP2TKI beserta angka pengaduan pertahun: 
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Tabel 1.2.  

Media Pengaduan 

 

*Periode Data Ditarik Pada Tanggal 04 Januari 2021 

Sumber: Data diolah kembali oleh penulis dariBuku Badan Nasional dan Perlindungan Pekerja migran Indonesia (PMI) Pusat Penelitian 

Pengembangan dan Informasi (BNP2TKI).  

Media pengaduan ini difasilitasi langsung oleh crisis center Badan Nasional dan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pusat Penelitian Pengembangan dan 

Informasi (BNP2TKI) dimana media pengaduan ini berfungsi untuk mengadukan 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia yang 

berhubungan dengan tempat kerja para pekerja migran tersebut. Misalnya mereka memiliki 

kasus atau permasalahan yang sedang terjadi di dalam tempat mereka bekerja, maka dari 

itu BNP2TKI memfasilitasi para pekerja migran agar mereka dapatkan mengadukan 

permasalahan seperti apa yang sedang mereka alami. Banyak cara dalam media pengaduan 

untuk para pekerja migran ini dimana kebanyakan media pengaduan yang digunakan 

adalah media pengaduan secara langsung. Selain pengaduan secara langsung, disediakan 

juga pengaduan via surat, telepon, media sosial, email, SMS dan lain-lain yang bisa di 

gunakan oleh para pekerja migran Indonesia.  

Kementerian Tenaga Kerja dan Transimgrasi menyebutkan bahwa negara Indonesia 

dan Malaysia akan memberikan peringatan kepada agen penempatan dengan pencabutan 

izin operasional kepada pekerja migran Indonesia (PMI)  bahkan sanksi berupa skorsing. 

Untuk memastikan proses penempatan pekerja migran Indonesia (PMI)  ke negara 
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Malaysia pada sektor domestik berjalan dengan lancar dan baik, kedua belah negara yakni 

Indonesia dan Malaysia sepakat akan memberikan pengawasan ekstra ketat kepada 

perusahaan tujuan para pekerja migran Indonesia (PMI)  baik itu penempatan di agensi 

Malaysia yang melakukan kerjasama atau swasta. Agen pekerja migran Indonesia (PMI)  

yang telah siap memfasilitasi penempatan pekerja migran Indonesia (PMI)  ini terbagi di 

negara Malaysia yakni 11 wilayah dengan adanya 121 jumlah agensi. Agensi terbanyak di 

wilayah negara Malaysia adalah Selangor dimana ada 42 jumlah agen perusahaan yang ada 

di wilayah tersebut dan 23 agen terdapat di Kuala Lumpur. Sekitar 9 wilayah di negara 

malaysia tersebar beberapa agen misalnya seperti wilayah Johor yang memiliki agen 

sebanyak 13, lalu ada wilayah Pulau Pinang dan Perak dimana masing-masing wilayah 

memiliki agen sebanyak 11, wilayah yang memiliki 7 agen yaitu wilayah Melaka, di 

wilayah Negeri Sembilan memiliki 5 agen, wilayah Pahang berjumlah 5, ada 2 agen di 

wilayah Kedah dan 1 agen penempatan pekerja migran Indonesia (PMI)  di masing-masing 

wilayah Terengganu dan Kelantan (Tempo, 2012).  

Banyaknya agen di negara Malaysia tidak menutup kemungkinan bahwasanya 

permasalahan di wilayah tersebut pun meningkat, terutama permasalah gaji yang tidak di 

bayar oleh pihak majikan atau dari pihak perusahaan yang bersangkutan. Sering terjadi 

permasalahan gaji yang tidak di bayar bukan hanya di wilayah Selangor namun di daerah 

yang lain juga. Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja migran Indonesia (PMI) 

(BP2MI) pengaduan gaji tidak dibayar kepada para pekerja migran Indonesia (PMI)  yang 

sedang bekerja di negara asing atau luar negeri masuk ke dalam 10 besar pengaduan 

masalah yang sering dihadapi.  
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Gambar. 1.1. 

Pengaduan Pekerja Miran Indonesia Berdasarkan Jenis Masalah 

 

Sumber: Buku Resmi Badan Perlindungan Pekerja migran Indonesia (PMI) (BP2MI) 

Banyak jenis pengaduan pekerja migran Indonesia berdasarkan jenis masalah yang 

sering dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia (PMI) pada saat bekerja di luar negeri. 

Dalam setiap tempat para pekerja migran Indonesia bekerja pasti mereka memiliki jenis 

masalah yang berbeda-beda. Ada yang jenis masalahnya overstay, ada jenis masalah yang 

gaji nya tidak di bayar oleh majikannya selama bekerja di tempat itu. Ada pula jenis 

masalah yang pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian habis, biasanya 

pemutusan perjanjian hubungan kerja ini hanya sebelah pihak yaitu dari pihak majikannya.  

Dalam tabel tersebut pengaduan permasalahan gaji tidak dibayar merupakan 

permasalahan terbanyak ke 2 dari 26 kasus yang sering terjadi di kalangan pekerja migran 

Indonesia. Salah satu kasus gaji yang tidak dibayar terjadi kepada salah satu warga negara 

Indonesia yang bekerja di Negara Malaysia. Pekerja migran Indonesia (PMI) legal itu atas 

nama Anisatul Zumaela (AZ), warga Dusun Jepun Desa Tegalrejo Keca Kecamatan 

Selopuro Kabupaten Blitar. Dia bekerja di bidang non formal sebagai pembantu rumah 

tangga di Malaysia pada tahun 2013 sampai 2018. Namun sesampainya di Johor Bahru 
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Malaysia, AZ dipekerjakan majikannya menjadi pengurus orang panti jompo padahal tidak 

sesuai dengan penempatannya yaitu pembantu rumah tangga (PRT), namun karena tidak 

sesuai dengan job AZ meminta agensi untuk mencarikan majikan baru. Setelah AZ 

mendapatkan majikan baru, AZ mengalami eksploitasi kerja dimana dia harus bekerja 

berpindah-pindah di lima rumah saudara majikannya dan juga mengurus anjing. AZ 

sempat kabur karena disebabkan tidak kuat dengan beban kerjanya yang berat, namun 

tertangkap oleh anak majikannya. Namun pada akhirnya perempuan bertubuh mungil ini 

harus kembali bekerja hingga dirinya dipulangkan januari 2018 lalu. Selama lima tahun 

bekerja, AZ ini hanya dibayar Rp.30.000.000, itupun dikirim setelah dia kembali ke 

Indonesia. Padahal sesuai perjanjian, AZ berhak mendapatkan gaji sebesar Rp. 

100.040.000 (Riady, 2019).  

Legalitas seorang Pekerja migran Indonesia (PMI) documented bahwa secara garis 

besar hak-hak Pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri secara umum 

diatur oleh peraturan perundang-undangan baik peraturan perundang-undangan Republik 

Indonesia maupun oleh peraturan perundang-undangan negara tujuan (penempatan) dan 

ada yang secara khusus yang diperjanjikan oleh para pihak khususnya dalam perjanjian 

kerja antara Pekerja migran Indonesia (PMI) dengan pengguna.  

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah yang harus menjamin 

terpenuhnya hak-hak calon pekerja migran Indonesia (PMI) , pemerintah harus tetap 

mengawasi dan meninjau pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI)  baik 

yang berangkat secara mandiri maupun berangkat melalui pelaksanaan penempatan dari 

pekerja migran Indonesia (PMI)  itu sendiri. Hal yang dilakukan dalam upaya diplomatik 

untuk menjamin perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI)  dan pemenuhan hak  para 

pekerja migran Indonesia (PMI) dengan mengembangkan dan membentuk penempatan 

calon pekerja migran Indonesia (PMI)  di negara asing melalui sistem informasi secara 
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optimal ke negara tujuan yang mereka tuju selama masa sebelum keberangkatan, masa 

penempatan dan masa purna penempatan para yang harus diberikan kepada pekerja migran 

Indonesia (PMI) perlindungan.  

Berangkat dari beberapa hal tersebut, penulis kemudian tertarik untuk meneliti lebih 

jauh mengenai upaya diplomasi apa yang telah diambil pemerintah dalam perlindungan 

Pekerja migran Indonesia (PMI)  di luar negeri dengan judul ”Upaya Diplomasi 

Pemerintah dalam Perlindungan Pekerja migran Indonesia (PMI) Legal di Negara 

Malaysia Tahun 2016-2019” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan yang telah di tulis oleh penulis dalam permasalahan yang dijelaskan pada 

latar belakang masalah, pertanyaan penelitian dalam merumuskan masalah penelitian 

“Bagaimana Upaya Diplomasi Pemerintah dalam Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) Legal di Negara Malaysia Tahun 2016-2019?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini yang dilakukan penulis untuk mengetahui seperti apa 

upaya diplomasi yang telah dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada 

para pekerja migran Indonesia (PMI)  legal di negara Malaysia. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan:  

1. Secara teoritis memberikan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan informasi 

yang bermanfaat terkait Upaya Diplomasi Pemerintah dalam Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesial Legal di Negara Malaysia 
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2. Memperbanyak referensi pustakaan hubungan internasioal tentang diplomasi 

pemerintah dalam mengupayakan perlindungan kepada para pekerja migran 

Indonesia (PMI)  legal di negara asing terutama di Malaysia 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat secara praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagi peneliti memberikan pengetahuan dan pengalaman sebagai calon penerus 

bangsa untuk Negeri Indonesia  

2. Bagi masyarakat agar dapat mengetahui tentang diplomasi pemerintah dalam 

mengupayakan perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia (PMI)  

legal di negara asing terutama di Malaysia 

3. Bagi program Studi Ilmu Hubungan Internasional diharapkan juga dapat 

memberikan edukasi khususnya bagi akademisi yang bergerak di Bidang Ilmu 

Hubungan Internasional terkait materi Diplomasi dalam Perlindungan Pekerja 

migran Indonesia (PMI) Legal di Negara Asing. 
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